" PERATURAN  PEMERINTAH REPUBLIK TNDONESIA
... .. “NOMOR &5 -TAHUN 1976 '
.- - TENTANG :
. PORMASI PEGAWAI NEGERI ' SIPIL .

L .7 _PRESTDEN REPUBLIK INDONESIA,

‘ , | o . .

Menimbang  : bahwa untuk dapat melaksanakan tugss sesa-
ra berdayaguna dan berhasilguna dipandang-
perlu menetapksn Peraturan Pemerintah ten-
tang Formasi Pegawai Negeri Sipil _ dalam
‘mengisi satuan-satuan organisasi Negara ;

| . .. Mengingat ©~ : 1. Pasal 5 ayat (2) ‘Undang-undgng  Dasar
- T 1945 3 S :

2. Undang-undang Nomor & Tahun 197k  ten-
tang Pokok-pokok Kepegawaisn (Lembaran-
Negara Tahun 1974, Nomor 55, Tambahan -

“ Lembaran Negara Nomor 3041) ;-

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG FORMASI PEGA-
9 _ . WAI NEGERI SIPIL, - ‘

- ' . Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimak-
siid “dengan formasi Pegawai Negeri  Sipil,
selanjutnya disingket dengan formasl ada-
lah jumlah dan susunan pangkat Pegawal Ne-
geri Sipil yeng diperlukan.cleh suatu sa-
tuan orgenisasi Negera untuk meumpu melaksa
nakan tugas pokok untuk jangka waktu ter-
tentu yang ditetapkan cleh Menteri yang -
bertanggung jawab dalam bidang penertiban -
dan penyempurnaan Aparatur Negara.

Pasal 2

Formasi untuk masing-masing satuan organi-
sasi negara disusun berdasarkan :

. a. jenis pekerjsan ;.
b. sifat pekerjaan ;

¢. perkiraan beban Kerja dan perkirasn ka-
pasitas Seorang Pegawal Negeri Sipil da
lam jangka waktu tertentu ;

d. prinsip pelaksanaan pekerjaan ;

e. jenjang dan jumlah pangkat dan Jjabatan
yang tersedia dalam satuan organisasi -
yang bersangkutan ;

f. peralatan yang tersedia ;

g. kemampuan keuangan Hegara,

Pasal 3

Formasi masing~masing satuan organisasi -
Negara ditetapkan oleh Menteri yang ber-
tanggung jawab dalam bidang penertiban dan-
penyempurnaan Aparatur Negara, dengan mem-
perhatikan pendapat pimpinan Departemen
Lembaga yang bersangkutan, Menteri Keuang-
an, dan Kepala Badan Administrasi Kepegawal
an Negara,.
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' Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerin-
. tah' ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. '

' . Pésai?[‘ﬁ ' o -
" Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur
"lebih lanjut oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian-
Negara, PR R
. Pasal 6 .
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal di-
undangkan. . - . . S T _
Agar supaya setiap .orang dapat mengetahuinys, memerintah
kan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penem-
- potannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia,

Ditetapkan di Jakarta .
pada tanggal 18 Pebruari 1976

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,"

SOEHARTO
JENDERAL T.N.I.

Diﬁnaaﬁgkaﬁidi Jakarta
pada tanggal 18 Pebruari. 1976

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
PEPUBLIK INDONESIA,
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P E N J E L A8 A N
i A TAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDOHFSIA
: . NOMOR .. 5 TAHUN 1976
' ' TENTANG '
FQMﬂAbI PEGAWAI NEGERI SIPIL T

’.

PENJELASAN UMUH

Dalam rangka usaha menJamln penyelenggaraan pemerlnu
tahan dan pelaksanaan pembangunan secara bgrdaya- . guna,
berhasil guna, dan berkelanjutan dipandang perlu- menetap~
kan dasar-dasar penyusunan formasi bagi satuan-satuan.or-
gan15651 Negora. Yang.dimaksud dengan satuan-satuan orga-
nisasi Negarea adalah satuan-satuan organisasi Pemerintah,
satuan-satuan’ Organ15331 kesekretariatan Lo mbaga. Tertlng-
gi/Tinggi Negara, dan satuan—satuan organ15351 badan --ba~

-dan peradllan.

Tu juan penetapan formasi adalah. agar satuan -'satuan

.organisasi. Negara yang dimaksud di atas dapat mempunyal
-jumlah dan mutu pegawai yang cukup sesuai dengan beban

kerja yang dlplkulkan pada ‘satuan- satuan organisasi itu.

Organlsﬂ51 adalah alat untuk mnncapal tuguan,' Oleh
sebab itu, organisasi harus selalu disesuaikan dengan per

-kenbangan tugas pokok yang harus dilaksanakan dalam menca
-pai tujuan itu. Karena tugas pokok dapat berkembang dari-~
-waktu ke waktu, maka jumlah dan mutu Pegawai Negeri Sipil
yang diperlukan harus selalu disesuaikan dengan perkem -
‘bangan tugas pokok. Perkembangan tugas pokok dagat meng-

akibatkan makin besarnya jumlah Pegawei Negeri “ipil yang

-dlperlukan, dan seballknya dapat‘pula'mquaklbatkan ma-

kin sedikitnya Pegawai iiggeri Sipil yang diperlukan kare-
ne kKems juan teknolog1 di bidang’ peraWatnn.

thEhJLLAS N PAsnL_DEMI PASAL,
5Pasal 1

Cukup Jelas. '

“pasal 2

a. Yang dlmaksud dengan -jeris pekergaan adalah ma -

cam-macam pekerjaan yang ‘harus dilakukan  oleh

. suatu satuan organisasi dalam melaksanakan tu-

.gas pokoknya, umpamanya pekerjasn. pengetiken, -

" pemeliharaan arsip, pemciiksaan perkara, penell

tian, perawatan orang sakit dan lain- laino Apa-

bila sudah diketahui jenis-jenis pekerjsan yang

harus dilakukan, dapatlah ditentukan pegawnl V&
mempunyai keahllan yang dlperlukan° '

b. Sifat pekerjoan yang berpeigaruh dalam penetap-
an formasi adalah sifat pecerJaan yang ditinjau
dari sudut waktu untuk mel ksanakan pekerjaan -
itu. Sebegaimana. diketahni . ada pekerjaan yang
pada umumnya dapat dilakuin dalam jam kerja sa
Jja, umpamanya pekerjaan taca usaha,. perawatan -
pekarangan dan yang serupn dengan itu, tetapi
ada pula pekerjaan yang hnrus dilakukan 2L {(dua
puluh empat) jam terus-menerus, umpamanya peker
Jaan pemadam kebakaran, penJagr mercu suar, dan

Il

101

i



~kan 24 (dua puluh empat) jam terus-menerus memerlu -
kan pegawai yang lebih banyaks Umpamanya, kalau satu
mobil pemadam kebakaran memerlukan pegawoi sebanyak-
5 (lima) orang, dan waktu. kerjanya ditentukan 8 (dé-
lapan) jam per hari, meka hal'ini berarti bahwa Se-
tiap mobil pemadam kebakaran memerlukan 3 x 5 orang=
15 flima belas) orang pegawhi, o

c. Yang dimaksud dengan beban kerja adalah frekuensi ra
.ta-rata masing-masing jenis pekerjaan ‘dalem -Jangka
- waktu' tertentu. Memperkirakan beban kerja deri ma-
sing-masing satuan orgarisasi dapat-dilakukan Berda-
sarkan perhitungan atau berdasarkan pengalaman, Um-
pamanya perkiraan beban peker jaan pengetikan peng-
- agendaah, dan yang serupa dengén itu dapat didasarkan
~atas jumiah-surat.YHng mdasuk dan keluar rata - rata
dalam jangka waktu tertentu., Perkiraan beban pekerja
an .pemeriksaan perkara dapat didasarkan atas penga-
laman berapa jumlah dan jenis perkara yang  terjadi
pada waktu-tertentu pada daerah tertentu. .. :

Apabila ‘sudeh dapat diperkirakan beban kerjo masing-
masing’ satuan organisasi, maka untuk dapat menentu -

kan jumlah pegawai yang diperlukan perlu .ditetapkan-

~ perkiraan kapasitas seorang Pegawai Negeri Sipil da-

lam jengka waktu tertentu. Sama holnya dengan perki-

\ raan beban kerja, maka perkiraan kapasitas pegawei
- untuk jenis pekerjsan tertentu dalam jangka waktu
tertentu, dapat dilakukan berdssarkan perhitungan a-

tau berdasarkan pengalaman, B

d. Prinsip pelaksanaan-pekerjaan sangat besar pengaruh-
‘nya dalam menentukan formasi. Umpamanya, apabila di-
tentukan. bahwa membersihkan ruangan dan merawat pe-’
karangan harus dikerjakan sendiri oleh satuan organi
Ssasi yang bersangkutan, maka harus diangkat pegawai-
untuk membersihkan ruangan.dan merawat pekarangan;
tetapi sebaliknya, apabila ditentukan bahwa pember -
sihan ruangan dan perawatan.pekarangan diborongkan -
- Kepada .pihak ketiga, mdka tidak perlu diangkat pega-
wai untuk pekerjaan itu. :

e. Jenjang dan jumlah pangkat dan Jabatan yang tersedia
dalam masing-mssing satuan organisasi harus selalu -
diperhatikan dalam penentuan formasi, sehingga de-

- ngan demikian dapat dipelihara piramida kepangkatan-
dan jabatan yang sehat, :

. Peralatan yang tersedia atau diperkirakan akan ter-

" sedia dalam melaksanakan sesuai tugas pokok mempenga

- ruhi penentuan jumloh pegawai yang diperlukan, kare-

na.pada umumnya makin tinggi mutu peralatan dan ter-

sedia dalam jumlah yung cukup dapat mengakibatkan ma
kin sedikit Jumlah pegawni yang diperlukan.

g. Dalam penetapen formasi, faktor kemampuan keuangon -
Negara adalah. faktor penting yang selalu hrrus  di-
perhatikan. ‘

Pasal 3. , . :

Untuk menjamin formasi yang sehat.bagi masing-masing sa
tuan organisasi Negara, maka formasi ditetapkan secara ter
pusat oleh Menteri y.ang bertanggung jowab dalam bidang pe-
nertiban dan penyempirnean Aparatur Hegara,

Pasal 4 s/d ' Pasal
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARLN NEGAR4 REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3068.
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_ yahg serupa dengan'itu; Pékerjaén‘yahg harus dilaku-




